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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Urnidang Nomor 9 Tahun 2015, jo.
Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan,;

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk

periode 5 (lima) tahun;















BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Pariwisata Tahun
2024, Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai
acuan untuk menyusun Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saaat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 48



II.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas
Pariwisata, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan.
Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD
dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Pariwisata melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan,
selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dilakukan satu
bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Pariwisata /lintas Renstra Dinas
Pariwisata, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pariwisata memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Dinas Pariwisata yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap



pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 ini
dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 102



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 48 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
BAB |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari
rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 - 2023. Pola pembangunan bidang kepariwisataan,
merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan
proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang
diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan
jangka panjang. Penjabaran terhadap rencana pembangunan pariwisata
yang segaris dengan RPJMD, dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) suatu organisasi/lembaga Perangkat Daerah. Rencana
Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan
suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan
digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya
manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan logframe rekomendasi sesuai Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor S0 tahun 2011 bahwa pembangunan
pariwisata meliputi 4 (empat) aspek pembangunan, diantaranya
pembangunan industri pariwisata, pembangunan promosi pariwisata,
pembangunan kelembagaan pariwisata dan pembangunan destinasi
pariwisata. Namun dalam penyusunan dokumen Renstra awal aspek
pengembangan Kebudayaan masih masuk dalam perencanaan startegis,

hal ini dikarenakan merujuk Nomenklatur lembaga Kementrian Pusat..

RENSTRA DINAS PARIWISATA I-2
24T 'DATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
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Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan tahun 2018 —

2023 disusun sebagai amanah dalam rangka menindak lanjuti RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023. Renstra ini menjelaskan dan
memberikan informasi yang mencakup program - programpengembangan
kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 hingga
tahun 2023, dengan menelaah permasalah - permasalah pembangunan
pariwisata di Kabupaten Pasuruan, serta upaya - upaya dan langkah -
langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan
perumusan kegiatan.

Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum,
penetapan prioritas program kegiatan pengembangan pariwisata adalah
meliputi pengembangan destinasi pariwisata, kapasitas SDM Pariwisata,
pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif dan yang terahir program - program
yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kantor.

Keberhasilan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pasuruan
nantinya bagaimanpun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukugan
dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor
swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata
dengan instansi - instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam
dan diluar Kabupaten Pasuruan juga memegang peran penting dan sangat
dibutuhkan dalam upaya memajukan pariwisata Kabupaten Pasuruan.
Dengan tersusunya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam
pengembangan  pariwisata, sehingga terciptanya keterpaduan dan
kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan pariwisata di Kabupaten Pasuruan demi mewudkan

kesejahteraan masyarakat.
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

RENSTRA DINAS PARIWISATA VIII - 1
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
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